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A B S T R A K 

Ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang 

Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Permen HT-El) 

mengatur bahwa dalam keadaan terjadi force majeure dan/atau keadaan tertentu 

yang menyebabkan sistem HT Elektronik terganggu sehingga hasil layanan tidak 

dapat terbit, maka proses pelayanan Hak Tanggungan dinyatakan batal. 

Pengaturan ini tentu saja merugikan posisi kreditor sebagai calon pemegang hak 

tanggungan.Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum 

untuk mengetahui keadaan-keadaan apa saja yang dapat dikatagorikan sebagai 

keadaan force majeure dan/atau keadaan tertentu pada sistem HT Elektronik 

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. Dalam ketentuan Permen HT-El tersebut tidak dijelaskan mengenai 

defisini serta contoh-contoh keadaan tertentu dan/atau keadaan force majeure. 

Penelitian hukum ini menghasilkan temuan bahwaforce majeure dalam Sistem HT 

Elektronik adalah keadaan-keadaan di terjadi luar kendali manusia yaitu berupa 

peristiwa-peristiwa alam, kondisi politik, perubahan arah kebijakan politik. 

Sedangkan keadaan tertentu yang dimaksud dalam ketentuan Permen HT 

Elektronik merupakan keadaan-keadaan yang menyebabkan suatu sistem 

elektronik menjadi terganggu seperti human error, gangguan jaringan dan server 

down. Akibat hukum dari keadaan tersebut adalah bahwa posisi kreditor menjadi 

kreditor konkuren karena dengan batalnya proses Hak Tanggungan tidak akan 

melahirkan hak kebendaan. 

 

Kata Kunci : Hak Tanggungan, Force Majeure, Keadaan Tertentu 
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A B S T R A C T 

The provisions of Article 24 of The Minister of Agrarian and Spatial Planning/ 

Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Regulation 

Number 9 of 2019 concerning Electronically Integrated Mortgage Rights Services 

(E-Mortgage Regulation) regulates that in the event of force majeure and/or 

certain circumstances that cause the E-Mortage system disrupted so that service 

results cannot be published, then the Mortgage service process is declared null 

and void. This arrangement is certainly detrimental to the position of creditors as 

potential holders of mortgage rights. This encourages the author to conduct legal 

research to find out what conditions can be categorized as a force majeure 

situation and/or certain circumstances in the E-Mortage system by using the 

statutory approach and conceptual approach. The provisions of the E-Mortage 

Regulation  are not explained regarding definitions as well as examples of certain 

circumstances and/or force majeure circumstances. This legal research results in 

the finding states that force majeure in the E-Mortgage System are circumstances 

beyond human control in the form of natural events, political conditions, changes 

in the direction of political policy. Whereas certain conditions referred to in the 

E-Mortgage regulation are conditions that cause an electronic system to be 

disrupted such as human error, network disruption and server down. The legal 

consequence of this situation is that the creditor's position becomes a concurrent 

creditor because the cancellation of the Mortgage Process will not give birth to 

property rights. 

 

Keyword : Mortgage, Force Majeure, Certain Circumtances 
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